BUPATI BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : 188.45/007.A/KEP/DINKES/2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEJABAT PENANDATANGANAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Menimbang

Mengingat

. a.

1.

BUPATI BELITUNG,

bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran
pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga
kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung,
berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor

821/125/KEP/BKD/2013 tentang Penunjukan Pelaksana
Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tertanggal
26 Agustus 2013, dipandang perlu mendelegasikan wewenang
pejabat penandatanganan penetapan angka kredit bagi jabatan
fungsional tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Belitung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Belitung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja Di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang....
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

9. Keputusan....
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional
Bidan dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : O07/KEP/K.WASPAN/12/1999 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 07/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional
Sanitarian dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsiobal
Perawat Gigi dan Angka Keditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional
Nutrisionis dan Angka Kreditnya,;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 94/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional
Perawat dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 135/KEP/M.PAN/12/2001 tentang Jabatan
Fungsional Perekam Medis dan Angka Kredit;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 140/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;

21.Peraturan Daerah....
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007
Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun
2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung atas nama Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung untuk menandatangani Penetapan Angka
Kredit bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.

KEDUA . Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
tidak berada ditempat karena berhalangan, tugas ke luar
daerah, izin meninggalkan tugas atau cuti, maka kewenangan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan
oleh atasan pejabat tersebut.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 13 Januari 2014
BUPATI BELITUNG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah SAHANI SALEH
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. |
NIP. 197109152001121002
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